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ABSTRAK 
Leni Oktaviani  8105123304.  Laporan  Praktik  Kerja  Lapangan  (PKL)  pada  
Sub Bagian  Tata Usaha  Sekretariat  Jenderal  Kementerian Sosial. Konsentrasi 
Pendidikan Akuntansi. Program Studi Pendidikan Ekonomi.  Jurusan  Ekonomi  
dan  Administrasi. Fakultas  Ekonomi.  Universitas Negeri Jakarta, November 
2014.  
Praktikan  melaksanakan  Praktik  Kerja  Lapangan  di  Sub  Bagian  Tata Usaha, 
kesejahteraan sosial anak, direktorat jenderal rehabilitasi sosial Kementerian  
Sosial,  Jalan  Salemba raya No. 28, Jakarta Pusat 10430.  
Pelaksanaan  PKL  berlangsung  selama  satu  bulan  terhitung  sejak  tanggal 6  
Agustus  2014 – 3  September  2014,  dengan  5  hari  kerja  yaitu  hari  Senin-
kamis dengan jam kerja selama 7 jam mulai pukul 07.30 WIB – 16.00  WIB dan 
hari jumat dimulai pukul 09.00 WIB – 17.00 WIB. 
Kegiatan  yang  dilakukan  praktikan  selama  melakukan  kegiatan  PKL  antara 
lain:  menginput data rancangan anggaran tahun 2015 divisi anak  
sosial,Menginput dan mengklasifikasikan anggaran yang yang telah terlaksana 
sesuai dengan akun – akun yang telah ditentukan dan Membuat (SPTJB) Surat 
pernyataan tanggung jawab mutlak untuk tunjangan kinerja Pegawai divisi 
kesejahteraan sosial anak  .  
Tujuan  dilaksanakan  PKL  adalah  agar  praktikan  memperoleh  wawasan, 
pengetahuan,  serta  pengalaman dari  semua  kegiatan  yang  dilakukan  selama 
melaksanakan  kegiatan  PKL, sehingga  praktikan  dapat  meningkatkan 
kemampuan dan keterampilan dalam dunia usaha kerja yang sesuai bidangnya. 
Selama  melaksanakan  PKL,  praktikan  mengalami  kendala  dalam  memahami 
kegiatan  yang  dilakukan  terutama memahami akun – akun yang ada dalam 
akuntansi pemerintahan  sosial itu sendiri dan memahami siklus akuntansi yang 
ada di divisi anak  sosial,  namun  kendala  tersebut  dapat diatasi  dengan  
mengamati  cara  kerja  karyawan  lain  serta  banyak  bertanya kepada mereka. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 v 
 
 
 vi 
 
 
 vii 
 
KATA PENGANTAR 
Puji  syukur  penulis  panjatkan  ke  hadirat  Allah  SWT yang  telah 
memberikan  rahmat  dan  hidayah  Nya,  sehingga  penulis  dapat 
menyelesaikan penyusunan  Laporan  Praktik  Kerja  Lapangan  (PKL)  ini 
sesuai jadwal.  
Laporan  PKL  ini  dibuat  untuk  memenuhi  salah  satu  
persyaratan akademik  dalam  menyelesaikan  studi  pada  Konsentrasi  
Pendidikan Akuntansi,  Program  Studi  Pendidikan  Ekonomi,  Jurusan  
Ekonomi  dan Administrasi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta.  
Laporan ini merupakan hasil dari kegiatan PKL yang penulis 
lakukan selama  satu  bulan  di  Sub  Bagian  Rehabilitasi Sosial Divisi 
Anak Sekretariat Jenderal Kementerian  Sosial, yang  merupakan salah  
satu  instansi  pemerintah  di  bidang  sosial. Penyelesaian  laporan  ini  
terwujud  atas  bantuan  dan  bimbingan  dari berbagai pihak, untuk itu 
penulis ucapkan terima kasih kepada:  
1. Ibu penulis yang senantiasa memberikan dukungan dan doa 
2. Ibu Erika Takidah, S.E, M.Si selaku Dosen Pembimbing PKL 
3. Drs. Dedi Purwana, ES, M.Bus  selaku Dekan Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta; 
4. Drs. Nurdin Hidayat, MM, M.Si selaku Ketua Jurusan Ekonomi dan 
Administrasi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta; 
5. Ibu Santi Susanti, S.Pd, M.Ak selaku Ketua Konsentrasi Pendidikan 
Akuntansi  
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6. Ibu Saimah sipahutar S.E selaku Pembimbing PKL  
7. Ibu lucy selaku karyawan bagian Tata usaha divisi anggaran 
Penulis menyadari  dengan  segala  keterbatasan  yang  ada dalam 
pelaksanaan  maupun  penyusunan  laporan  PKL,  maka  dapat  
dikatakan begitu  banyak  kekurangan  dalam  laporan  PKL  ini.  Oleh  
karena  itu, penulis memohon maaf atas segala kekurangan yang ada  
Akhir  kata,  semoga  penyusunan  laporan  ini  dapat  bermanfaat  
bagi penulis  khususnya  serta  bagi pembaca  umumnya,  sebagai  
peningkatan pengetahuan dalam  pelaksanaan  PKL  Pendidikan  
Akuntansi  maupun  di dunia kerja mendatang. 
 
Jakarta,  November 2014 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan  
Di era globalisasi saat ini teknologi dan ilmu pengetahuan semakin 
berkembang pesat. Dimana manusia dapat mengakses informasi dengan mudah 
dan cepat, dengan kemajuan ini maka manusia dituntut untuk bisa 
mengembangkan potensi dirinya.  Terlebih  sekarang Indonesia di tahun 2015 
akan memasuki era masyarakat Ekonomi ASEAN dimana orang luar akan mudah 
masuk Indonesia untuk bekerja ataupun berdagang. Oleh sebab itu manusia  tentu  
perlu  mengembangkan  diri  agar  menjadi  sumber  daya  manusia yang 
berkualitas dan berpotensi untuk dapat bersaing dengan masyarakat dari luar 
negara indonesia.  
Memasuki dunia kerja tidak hanya butuh pintar saja namun perlu adanya 
pengalaman dan memiliki skill . Perlu  adanya  pengembangan  diri  agar  lebih  
kompeten  pada  bidangnya masing-masing.  Mahasiswa  dituntut  untuk  
memiliki  kemampuan  yang  baik dibidangnya guna memenangkan persaingan di 
dunia kerja yang semakin ketat.  Semua  itu  dapat dikembangkan  oleh  
mahasiswa  melalui  proses  pembelajaran ada  bangku kuliah ataupun  melalui  
buku-buku dan sebagainya.   Akan tetapi, meskipun  seseorang  berasal  dari  latar  
belakang  pendidikan  yang  tinggi,  tetapi jika  ia  tidak  berkompeten
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dibidangnya  dan  tidak memiliki  keahlian  lain  yang dapat  menunjang  karirnya,  
maka  orang  tersebut  akan  mengalami  kesulitan untuk memasuki dunia kerja.  
Melihat  fenomena  tersebut,  Universitas  Negeri  Jakarta  yang merupakan 
lembaga pendidikan  yang  memiliki peran penting dalam pembentukan sumber 
daya  manusia  yang  mencetak  para  sarjana  dan  ahli  madya,  terus  melakukan 
pembaharuan  dan  perbaikan  dalam  penyesuaian  kurikulum.  Dengan  adanya 
penyesuaian  kurikulum  tersebut,  diharapkan  mahasiswa  yang lulus  dari  
Universitas  Negeri  Jakarta  dapat  memiliki  pengetahuan  yang  luas dan  sesuai  
dengan  perkembangan  waktu  serta  mampu  berkompetisi  dalam dunia kerja 
dengan para lulusan Universitas lainnya. 
Untuk  memperoleh  gambaran  yang  lebih  komprehensif  mengenai  dunia 
kerja sekaligus memberikan kesempatan mengaplikasikan teori dan praktik di 
lapangan,  Universitas  Negeri  Jakarta  khususnya  Fakultas  Ekonomi 
mewajibkan  setiap  mahasiswa  untuk  menjalani  program  Praktik  Kerja 
Lapangan (PKL). PKL dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan program studi atau  
konsentrasi  setiap  mahasiswa.  Dengan  mengikuti  program  PKL  ini 
mahasiswa  diharapkan  dapat  lebih  mengenal,  mengetahui  serta  berlatih 
beradaptasi  dan  menganalisa  kondisi  lingkungan  dunia  kerja  yang  ada  pada 
suatu perusahaan  maupun instansi  sebagai  upaya  untuk  mempersiapkan  diri 
dalam memasuki dunia kerja tersebut.  
Sebagai  mahasiswa  S1  Fakultas  Ekonomi  Universitas  Negeri  Jakarta yang  
mengambil  Jurusan  Ekonomi  dan  Administrasi,  Program  Studi Pendidikan  
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Ekonomi  dengan  Konsentrasi  Pendidikan  Akuntansi,  maka  salah satu  
program  yang  harus  dilaksanakan  adalah  Praktik  Kerja  Lapangan. Program  
ini  dilaksanakan  agar  dapat  membantu  mahasiswa  untuk menyesuaikan  teori  
atau  pembelajaran  yang  diterapkan  pada  proses perkuliahan dengan keadaan 
yang sebenarnya pada dunia kerja.  
Selain  itu,  kegiatan  PKL  juga  diharapkan  mampu  menghasilkan 
kerjasama antara Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dengan perusahaan swasta. 
ataupun instansi pemerintahan yang ada. Sehingga ketika etos kerja dari para 
praktikan baik, maka akan menimbulkan citra positif terhadap UNJ. 
B. Maksud dan Tujuan Praktik Kerja Lapangan  
        Berdasarkan  latar  belakang  pelaksanaan  PKL  diatas,  maka  
pelaksanaan kegiatan 
PKL dimaksudkan untuk:  
1. Melakukan praktik kerja yang sesuai dengan latar belakang pendidikannya  
2. Mempelajari  penerapan  bidang  akuntansi  dalam  praktik  kerja 
sesungguhnya  
3. Menerapkan ilmu yang telah dipelajari selama di bangku perkuliahan 
       Sedangkan tujuan dilakukannya kegiatan Praktik Kerja Lapangan yaitu:  
1. Untuk  melakukan  pengamatan  secara  langsung  kegiatan  lapangan  
yang berkaitan 
dengan teori yang telah dipelajari di perkuliahan  
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2. Meningkatkan  wawasan  serta  memantapkan keterampilan  bekerja 
praktikan dalam 
bidang akuntansi  
3. Membiasakan mahasiswa terhadap kultur dunia kerja yang berbeda dengan 
kultur 
pembelajaran  di  kelas,  dari  segi  manajemen  waktu,  kemampuan 
komunikasi,  kerjasama  tim,  dan  tekanan  yang  lebih  tinggi  untuk 
menyelesaikan pekerjaan dengan tepat waktu. 
C. Kegunaan Praktik Kerja Lapangan  
        Praktik  Kerja  Lapangan  yang  dilakukan  mahasiswa  diharapkan 
memberikan  hasil 
yang  positif  bagi  praktikan,  bagi  Fakultas  Ekonomi,  serta instansi 
tempat praktik antara lain sebagai berikut:  
1. Bagi Praktikan  
a. Mendapatkan  pengalaman  bekerja  sebagai  karyawan  instansi 
pemerintahan  dan  dapat 
mengaplikasikan  ilmu  yang  didapat  dalam perkuliahan  serta  dapat  
menggali  hal  baru  yang  belum  didapat  dari pendidikan formal sehingga 
dapat meningkatkan kualitas praktikan.  
b. Mendapatkan  pengetahuan,  keterampilan,  cara  bersikap,  serta  pola 
tingkah  laku  yang  diperlukan  untuk  menjadi  seorang  pekerja  yang 
professional dan bertanggungjawab.  
 
5 
 
5 
 
2. Bagi Fakultas Ekonomi UNJ  
a. Menjalin  kerjasama  dan  mendapatkan  umpan  balik  untuk 
menyempurnakan  kurikulum  agar  sesuai  dengan  kebutuhan  di 
lingkungan  instansi/perusahaan  dan  tuntutan  pembangunan  pada 
umumnya,  sehingga  FE  UNJ  dapat  mencetak  lulusan  yang  kompeten 
dalam dunia kerja  
b. Mengetahui  atau  menilai  kemampuan  mahasiswa  dalam  menyerap  
dan mengaplikasikan ilmu yang diperoleh di masa kuliah  
c. Mengetahui seberapa besar peranan tenaga pengajar dalam memberikan 
materi perkuliahan untuk mahasiswa sesuai dengan perkembangan yang 
terjadi di dunia kerja 
3. Bagi Instansi  
a. Instansi  dapat  terbantu  dalam  menyelesaikan  pekerjaan  sesuai  target 
waktu yang ditentukan  
b. Menjalin  hubungan baik  antara  instansi  dengan  lembaga  perguruan 
tinggi,  serta  menumbuhkan  hubungan  kerjasama  yang  saling 
menguntungkan dan bermanfaat.  
D. Tempat Praktik Kerja Lapangan  
        Praktikan  melakukan  kegiatan  PKL  di  sebuah  kantor  instansi 
pemerintahan.  Berikut ini  merupakan  data  informasi  instansi  tempat 
pelaksanaan PKL:  
Nama Instansi     : Kementerian Sosial 
6 
 
6 
 
Alamat       : Jalan Salemba Raya No. 28 Jakarta Pusat  
No. Telp      : 021-3103612 
Website       : www.kemensos.go.id/  
Bagian Tempat PKL  :  Sub  Bagian  Tata Usaha,  direktorat kesejahteraan 
sosial anak,  Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial. Alasan  praktikan  
melaksanakan  PKL  di  Sub  Bagian  Tata Usaha  di Kementerian  Sosial 
dikarenakan  sebagai sarana  yang  tepat  untuk  mengenal  dan  memahami serta  
memperoleh pengalaman mengenai penerapan akuntansi pemerintahan.   
E. Jadwal Waktu Praktik Kerja Lapangan  
1. Tahap Persiapan  
       Pada  tahap  ini  praktikan  mencari  informasi  mengenai  tempat 
instansi/perusahaan  yang  sesuai  bidang  praktikan  yang  menerima  PKL. 
Setelah  menemukan  yang  sesuai  maka  praktikan mempersiapkan  surat-surat  
pengantar  dari  Fakultas  Ekonomi  untuk  kemudian  diberikan  kepada pihak  
BAAK.  Setelah  mendapat  persetujuan  dari  Fakultas  Ekonomi  dan BAAK,  
praktikan  mendapatkan  surat  pengantar  Praktik  Kerja  Lapangan (PKL)  yang  
akan  diberikan  kepada  Kepala  Biro  Umum  Sekretariat Jenderal Kementerian 
Sosial 
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2. Tahap Pelaksanaan  
       Praktikan melaksanakan PKL selama 1 bulan sejak tanggal 6 Agustus 
2014 s.d 3 September 2014, dengan 5  hari kerja (Senin-Jum’at) jam kerja senin – 
kamis di mulai pukul 07.30 WIB s.d 16.00 WIB dan pada hari jumat mulai pukul 
09.00 – 17.00.  
3. Tahap Penulisan Laporan Kegiatan PKL  
 Penulisan  Laporan  PKL  dimulai  pada  tanggal  1 smapai 11 November 
2014. Penulisan  dimulai  dengan  mencari  data-data  yang  dibutuhkan dalam  
penulisan Laporan PKL.  Kemudian  data  tersebut  diolah  dan diserahkan sebagai 
laporan praktik kerja lapangan. 
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BAB II 
TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL 
 
1. Sejarah  sosial 
1.1 Kilasan sejarah 
Sejarah  Sosial RI Berdasarkan  keputusan  panitia  persiapan  
kemerdekaan  Republik Indonesia, tertanggal  19  Agustus  1945,  
Kementrian  Sosial RI  merupakan salah  satu  kementrian  pemerintahan  
pada  jaman  itu.  Menurut  surat keputusan tersebut,  tugas  Kementrian  
Sosial  RI  dinyatakan  secara  singkat dan sederhana, yaitu : “Urusan fakir 
miskin dan anak terlantar”. Untuk  pertama  kali  dalam  sejarah  
Indonesia,  Pemerintah  memikul tanggung  jawab  konstitusional,  
mengenai  pembangunan  kesejahteraan sosial, termaktub dalam pasal 34 
UUD‟ 45 bahwa : “Fakir miskin dan anak-anak  terlantar  dipelihara  oleh  
Negara”,  yang  berarti  bahwa  secara konstitusional,  berdasarkan  pasal  
34  yang  dirangkaikan  dengan  pasal  33 tentang perekonomian. 
Pemerintah  membangun  kesejahteraan  sosial  untuk  meniadakan 
kemiskinan  dan  keterlantaran,  yang  terutama  disebabkan  oleh  
penjajahan, yang  menindas dan  menghisap  Bangsa  Indonesia  yang  
nyata-nyata  tidak berusaha  untuk  membangun  kesejahteraan  sosial  
bagi  rakyat  Indonesia, malah membiarkan rakyat Indonesia cukup hidup 
dengan segobang atau dua setengah sen sehari. 
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1.2 Masa Awal Kemerdekaan 
Pimpinan  tertinggi Kementrian  Sosial  pada  masa  awal kemerdekaan  
dipercayakan pada  Mr.  Iwa  Kusuma  Sumantri  yang pada  waktu  itu  
membawahi  kurang  lebih 30  orang  pegawai  untuk Bagian  Perburuhan  
dan  Bagian  Sosial. Hampir  semua pegawai tersebut  kurang/tidak  
berpengetahuan  dan  berpengalaman  cukup mendalam dalam bidang 
perburuhan dan bidang sosial. 
Berbeda  dengan  kementrian-kementrian lainnya  seperti Kementrian  
Dalam  Negeri,  Kementrian  Keuangan,  dan  Kementrian Kesehatan,  
meskipun dalam suasana dan tujuan  yang sangat berbeda, yaitu  suasana 
dan  tujuan  jajahan  atau  colonial  dan  tujuan  merdeka, instansi  tersebut  
memiliki peninggalan-peninggalan  contoh kementrian-kementrian  sejenis  
dari  Pemerintahan Jajahan  Belanda. Tidak  demikian  halnya  dengan  
Kementrian  Sosial  RI.  Depsos tidak mempunyai pendahulu  atau  
“voorloper”  di  zaman  Pemerintahan Jajahan Belanda,  juga  tidak  
mempunyai  pendahulu  di  zaman Pemerintahan Balatentara Dai Nippon.  
Pada  masa  pemerintahan  Balatentara  Dai  Nippon,  di  dalam 
Kementrian Dalam  Negeri  atau Gunseikabu  Naimubu terdapat 
Romukyoku atau Kantor Perburuhan yang terdiri dari Romuka: Bagian 
Perburuhan  dan  Koseika  atau  Bagian Sosial. Romuka berpijak  pada 
Kantor van  Arbeid atau  Kantor  Perburuhan  termasuk: Kementriant van  
Justitie atau  Kementrian  Kehakiman,  sedangkan  Koseika  atau Bagian  
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Sosial  yang  menangani  Urusan  Kemiskinan  atau Azmwezen berpijak 
pada Kementriant van Justitie atau Kementrian Kehakiman. 
Azmwezen atau  Urusan  Kemiskinan  ini  bergerak  sesuai  Stb. 1934 
Nomor 26 jo Stb. 1939 Nomor 225. Dalam pengaturan santunan fakir 
miskin (“Azmwezen”) dan sesuai ordonansi tersebut di atas yang termasuk  
dalam  rumah  tangga  pemerintahan  kota  dan  kabupaten adalah  Jawa  
dan  Madura,  sedangkan  daerah-daerah  luar  Jawa  dan Madura termasuk 
dalam pemerintahan daerah. Sumpah  setia  pada  Negara  serta  
Pemerintah  Republik Indonesia  di  bawah  bendera  Sang  Saka  Merah  
Putih  dilaksanakan  di salah  satu  ruangan  tingkat  pertama  bangunan  
Kementrian  Sosial  RI yang tidak diikuti oleh seluruh pegawai, karena 
masih ada yang ragu-ragu  mengenai  kebenaran  proklamasi  
kemerdekaan.   
Sumpah  setia juga  dilaksanakan  bersama-sama  dengan  Kementrian  
Kesehatan, Kementrian  Agama,  Kementrian  Dalam  Negeri,  dan  
Kementrian Sosial  yang  bertempat  di  suatu  halaman  yang  sekarang  
ditempati seluruhnya oleh Kementrian Dalam Negeri di Jalan Merdeka 
Utara. Kementrian  Sosial  RI  pada  waktu  itu  berlokasi  di  Jalan 
Cemara  no.  5  yang  merupakan  bekas  Kantor  Perburuhan  di  Jalan 
Agus Salim, sampai datang perintah untuk pindah ke Jogyakarta pada 
tanggal  10  Januari  1946,  karena  gangguan  dari  NICA  terus-menerus, 
sehingga  Jakarta  dianggap  tidak  aman  lagi  bagi  Pusat  Pemerintahan 
Republik  Indonesia.   
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Pertempuran-pertempuran  terjadi  di  beberapa wilayah di Jakarta, 
baik siang maupun malam, sehingga waktu banyak terbuang mencari jalan 
yang aman sampai di kantor. Tidak  banyak  yang  dapat  diperbuat  dalam  
suasana  dan keadaan tidak aman tersebut, karena pertempuran itu beresiko 
terkena tembakan  setiap  saat.  Kemudian  datang  perintah  untuk  
bersiap-siap pindah ke Jogyakarta yang pada waktu itu menjadi Ibu Kota 
Republik Indonesia.   
Perpindahan  terlaksana  malam  hari  tanggal  10  Januari 1946  dari  
stasiun  kereta  api  Tanah  Abang.  Para  pegawai  tidak diperkenankan  
membawa  barang-barang  lain,  selain  pakaian,  alat untuk makan, tikar 
dan bantal, serta dibekali gaji untuk dua bulan. Setiba  di  Jogyakarta  dan  
setelah  beberapa  hari  Kementrian Sosial  RI  ditempatkan  di  Sekolah  
Bruderan  Loji  Wetan,  kemudian dipindahkan  di  gedung  Seminari  di  
Jl.  Code  Jogyakarta  bersama dengan  Kementrian  Penerangan.   
Di  gedung  Seminari  ini  tugas Kementrian Sosial dilaksanakan 
setapak demi setapak dalam suasana aman  dengan  perlengkapan  dan  
peralatan  yang  ada,  sambil mensolidkan  tubuh  Kementrian  Sosial  dan  
menyusun  kantor-kantor Sosial  di  daerah-daerah.  Lahirlah  pula  di  
gedung  Seminari  beberapa peraturan,  berbentuk  maklumat  dan  
sebagainya,  diantaranya Maklumat  Nomor  3  tentang  pembentukan  
Panitia-panitia  Pembantu Sosial untuk usaha-usaha santunan fakir miskin, 
anak terlantar, di Ibu Kota  Kabupaten  dan  Kotamadya  terdiri  dari  para  
peminat  dalam bidang sosial, pegawai pamongpraja dan kantor sosial, 
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para pemimpin badan-badan  sosial  dan  pemimpin-pemimpin  informal  
setempat.  
Panitia  lain  yang  diusahakan  dibentuk  dan  disiapkan  adalah  
Panitia Penolong Korban Perang. Sejak  pemerintahan  Republik  
Indonesia  pindah  kembali  ke Jakarta,  Kementrian  Sosial  RI  pusat  
menempati  kantor  di  Jalan Ir.Juanda 36 Jakarta Pusat, dan mengalami 
perpindahan lokasi lagi ke Jalan  Salemba  Raya  28  Jakarta  Pusat  
sampai  sekarang.  Hingga  saat ini telah tercatat 29 kali pergantian 
menteri sosial, mulai dari Mr. Iwa Kusuma Sumantri, hingga Bachtiar 
Chamsyah 
1.3 Masa pembubaran (Likuidasi) 
Peralihan  kepemimpinan  di  negeri  ini  berpengaruh  juga terhadap  
keberadaan  kabinetnya.  Kemudian  berimbas  pada  lembaga tinggi  
Negara  dan  kementrian.  Setelah  berakhirnya  pemerintahan orde baru, 
yang dilanjutkan oleh pemerintahan reformasi dan saat K.H Abdurrahman 
Wahid (yang biasa dikenal dengan sebutan „Gus Dur‟) terpilih  sebagai  
Presiden  Republik  RI,  secara  mengejutkan nomenklatur  Kementrian  
Sosial  RI  dihapus  bersamaan  dengan Kementrian  Penerangan  dari  
jajaran  kementrian  yang  ada  di pemerintahan Indonesia.   
Hal  ini  membuat  para  praktisi  dan  akademisi  termasuk mahasiswa  
Pascasarjana  Kesejahteraan  Sosial  Universitas  Indonesia saat itu ikut 
serta menyuarakannya dengan menggelar seminar tentang kiprah  
Kementrian  Sosial,  dengan  harapan  supaya  Gusdur membentuk  
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kembali  Kementrian  Sosial  atau  nomenklatur  lainnya yang  dapat  
mewadahi  pelayanan  kesejahteraan  sosial  secara institusional.  
Saat itu pemerintahan Gus Dur menggagas bahwa pelayanan 
kesejahteraan  social  cukup  dilakukan  oleh  masyarakat.  Namun 
keadaan  berkata  lain,  secara  tidak  diduga  pula,  saat  itu  muncul 
berbagai  masalah kesejahteraan social seperti  bencana alam,  bencana 
sosial,  populasi  anak  jalanan  dan  anak  terlantar  semakin  bertambah 
terus  jumlahnya,  sehingga  para  mantan  petinggi  Kementrian  Sosial 
menggagas untuk dibentuknya sebuah Badan yang berada langsung di 
bawah  Presiden,  maka  terbentuklah  Badan  Kesejahteraan  Sosial 
Nasional (BKSN). 
1.4 Masa penggabungan 
Dengan  terbentuknya  BKSN ini  permasalahan  tidak  segera 
terentaskan,  malah  yang  terjadi  serba  kekurangan  karena  tidak 
berimbangnya  populasi  permasalahan  sosial  dengan  petugas  yang 
dapat  menjangkaunya  dan  kewenangan  BKSN  juga  sangat  terbatas. 
Dengan  pertimbangan  seperti  itu  maka  Kementrian  Sosial 
dimunculkan kembali tetapi digabung dengan Kementrian Kesehatan. 
Nomenklaturnya  menjadi  Kementrian  Kesehatan  dan  Kesejahteraan 
Sosial.  Gagasan  penggabungan  ini  juga  tidak  memberikan  solusi 
terentaskannya  permasalahan  kesejahteraan  sosial  secara  memadai, 
padahal populasi permasalahan sosial semakin kompleks. 
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Kemudian pada masa cabinet berikutnya setelah berakhirnya 
pemerintahan  reformasi  berganti  ke  pemerintahan  Gotong  Royong, 
maka  Kementrian  Sosial  difungsikan  kembali  untuk menyelenggarakan 
tugas-tugas pembangunan di bidang kesejahteraan sosial.  Dengan  
difungsikannya  kembali  Kementrian  Sosial,  memang tidak  serta  merta  
permasalahan  kesejahteraan  sosial  menjadi  hilang dan  rakyat  menjadi  
sejahtera,  tetapi  pelayanan  sosial  yang  diterima rakyat menjadi lebih 
memadai.   
Tenaga pekerja sosial profesional yang dimiliki Kementrian Sosial  
adalah  salah  satu  komponen  yang  dapat  memberikan  harapan bagi  
para  penyandang  masalah  kesejahteraan  sosial  (PMKS).  PMKS 
menjadi  mampu  memanfaatkan  berbagai  potensi  dan  sumber 
kesejahteraan sosial (PSKS)  yang ada di  lingkungan  lokalnya bahkan di  
luar  lingkungannya  menuju  insan  mandiri  dan  sejahtera  dengan 
pelayanan  yang  berbasiskan  pada  kearifan  lokal  dan  hak  dasar 
manusia. 
1.5 Masa Sekarang 
Kementrian  Sosial  RI  dibawah  kepemimpinan  Bapak  Dr. (HC)  
Bachtiar  Chamsyah,  S.E.  tidak  hanya  menggarap  persoalan-persoalan  
yang  bersifat  teknis  dan  sebatas  kelompok  marginal, melainkan  juga  
melibatkan  peran  serta  masyarakat  dan  dunia  usaha dalam 
penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial. 
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ada  tingkat  Nasional,  Kementrian  Sosial  RI  juga memberikan  
masukan-masukan  penting  kepada  pemerintah  untuk menyusun  
kebijakan-kebijakan  publik  yang  berorientasi  kepada kesejahteraan  
sosial,  karena  kesejahteraan  sosial  bagi  warga  negara Indonesia 
dijamin oleh UUD‟ 45. Dalam konteks ini,  Kementrian  Sosial  RI  
menjalankan  salah  satu  fungsi pemerintahan  di  dalam  sistem  negara  
atau  pemerintah,  agar penyelenggaraan kesejahteraan sosial di negeri ini 
berada di jalur yang tepat.  
Penyelenggaraan  kesejahteraan  sosial  diperlukan  justru  untuk 
mencegah  dan  mengatasi  berbagai  problema  yang  muncul  dengan 
berupaya  memeratakan  pemanfaatan  potensi  dan  sumber  yang 
dihasilkan dari pelaksanaan pembangunan itu sendiri. Apabila  cara  
melihat  lembaga  ini  hanya  dari  sisi  masih banyaknya  angka  
kemiskinan,  yang  merupakan  penyebab  paling dominan  munculnya  
masalah  kesejahteraan  sosial,  maka  hal  tersebut terlalu  
menyederhanakan  masalah.  Berbagai  perdebatan  mengemuka mengenai  
jumlah  angka  kemiskinan  di  Indonesia,  tetapi  yang  jauh lebih penting  
dari  cara  pandang  dan  perdebatan-perdebatan  tersebut adalah  program-
program  untuk  pengentasan  masalah  kesejahteraan sosial tersebut. 
 Sebagai  bagian dari  masyarakat  internasional, kita pun  harus 
menghormati  standar  hidup  layak  sebagaimana  yang  diwujudkan 
dalam  sebuah  konvensi  tentang  keberhasilan  pembangunan  dan 
pengentasan  kemiskinan  yang  disepakati  negara-negara  anggota 
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Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  pada  tahun  1995,  yang  tertuang 
dalam Millenium  Development  Goals (MDGs).  Bahkan,  standar  
kelayakan  hidup  MDGs  itu  seharusnya  menjadi  motivasi  dalam 
penyelenggaraan kesejahteraan sosial.  
Standar kelayakan hidup itu tentu saja penting sebagai ukuran untuk  
mengetahui  apakah  pembangunan  di  sebuah  negara  telah mencapai  
tujuan-tujuan  standar  hidup  yang  layak  bagi  warga negaranya.  Dari  
situ  akan  terlihat  di  mana  kekurangan  pembangunan yang dilakukan 
bangsa ini. Namun, yang jauh lebih penting lagi adalah bagaimana  
memberdayakan  orang  miskin,  atau  secara  lebih  khusus dalam  
perspektif  Pekerjaan  Sosial  dikenal  dengan  program pemberdayaan 
sosial PMKS dan PSKS.  
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Kementrian Sosial  
bertitik  tolak  pada  upaya  memikirkan  dan  menjadikan  orang yang  
terlilit  oleh  berbagai  persoalan  sosial  dan  mental  agar  mampu 
menolong dirinya sendiri dengan meraih kesejahteraan hidupnya. Dengan 
didasarkan pada Peraturan Menteri Sosial RI Nomor: 82/HUK/2005  
tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Kementrian  Sosial, telah  dilakukan  
berbagai  upaya  dalam  bentuk  Usaha  Kesejahteraan Sosial  (UKS)  
melalui berbagai  program.  Program  tersebut  berada  di setiap Unit Kerja 
di lingkungan Kementrian Sosial RI. 
Kementrian  Sosial  RI  menyelenggarakan  beberapa fungsinya,  
yakni:  (a)  perumusan  kebijakan  nasional,  kebijakan pelaksanaan,  dan  
18 
 
 
 
kebijakan  teknis  di  bidang  sosial;  (b)  pelaksanaan urusan  
pemerintahan  sesuai  dengan  bidang  tuganya;  (c)  pengelolaan barang 
milik atau kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawabnya; (d)  
pengawasan  atas  pelaksanaan  tugasnya;  (e)  penyampaian  laporan hasil 
evaluasi, saran, dan pertimbangan di  bidang  tugas dan  fungsinya kepada 
Presiden.  
Dalam  menjalankan  tugas  sehari-hari  Menteri  Sosial  dibantu 
beberapa  unsure  di  dalam  Kementrian  Sosial,  yakni:  Sekretariat 
Jenderal;  Ditjen  Bantuan  dan  Jaminan  Sosial;  Inspektorat  Jenderal 
(Itjen);  Badan  Pendidikan  dan  Penelitian  Kesejahteraan  Sosial;  dan  5 
ahli  Menteri  yakni  Staf  Ahli  bidang  Otonomi  Daerah,  Staf  Ahli 
Bidang  Hubungan  Antar  Lembaga,  Staf  Ahli  Bidang  Perlindungan 
Sosial,  Staf  Ahli  Bidang  Dampak  Sosial,  dan  Staf  Ahli  Bidang 
Integrasi  Sosial. Disamping  itu  juga  ada  Pusat  Penyuluhan  Sosial  dan 
Pusat Penyusunan Perundang-Undangan dan Bantuan Hukum. 
 
2. Profil Lembaga 
Kementerian Sosial adalah kementerian yang mempunyai tugas 
menyelenggarakan dan membidangi urusan dalam negeri di dalam 
pemerintahan untuk membantu presiden dalam penyelenggaraan 
pemerintahan negara di bidang sosial. 
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2.1 Visi Dan Misi 
Visi: 
“TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT” 
Visi ini mengandung arti bahwa pembangunan bidang 
kesejahteraan sosial yang telah, sedang, dan akan dilakukan oleh 
pemerintah dan masyarakat ditujukan untuk mewujudkan suatu kondisi 
masyarakat yang masuk kedalam kategori PMKS menjadi 
berkesejahteraan sosial pada tahun 2014. 
Kondisi ini merupakan tujuan yang realistis yang dapat dicapai 
selama periode lima tahun pelaksanaan RPJMN 2010-2014 sesuai dengan 
target yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial. Kondisi dimaksud sesuai 
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan 
Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual,dan sosial 
warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, 
sehingga dapat melakukan fungsi sosialnya. 
Secara konstitusional, visi ini merupakan jawaban terhadap amanat 
Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 di mana Fakir Miskin dan Anak 
Telantar dipelihara oleh Negara. Undang Undang Dasar 1945 tidak 
memberikan penjelasan bagaimana cara mensejahterakan fakir miskin dan 
anak telantar,hanya mewajibkan kepada Negara untuk memberikan 
proteksi terhadap fakir miskin dan anak telantar, di mana kedua kelompok 
sasaran ini termasuk kedalam PMKS. Undang Undang Nomor 11 Tahun 
2009 Tentang Kesejahteraan Sosial menjawab pertanyaan tentang 
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bagaimana meningkatkan kesejahteraan sosial PMKS termasuk di 
dalamnya fakir miskin dan anak telantar. 
MDGs merupakan kesepakatan komunitas internasional terhadap 
penurunan angka kemiskinan di mana Indonesia ikut menandatanganinya. 
Dengan Konstitusi negara yang didukung oleh Undang Undang Nomor 11 
Tahun 2009 memperkuat Indonesia untuk mewujudkan komitmen MDGs 
tersebutyang ditujukan bagi PMKS. Kesejahteraan sosial bagi PMKS 
dimaksud dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan 
rakyat dan penurunan angka kemiskinan sesuai dengan MDGs 
Dengan demikian, visi Kementerian Sosial sebagaimana tersebut di 
atas memiliki relevansi yang kuat dengan Undang Undang Dasar 1945, 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 dan Undang Undang lainnya, 
serta MDGs yang harus dicapai pada tahun 2015. Oleh karena itu perlu ada 
komitmen kuat dari pemangku kepentingan untuk mewujudkan visi 
tersebut 
Misi: 
Sebagai kementerian, Kementerian Sosial mengemban dan melaksanakan 
tugas sesuai dengan visi yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat 
terlaksana dan berhasil dengan baik. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi 
dapat mencapai hasil yang optimal sesuai dengan visi yang telah 
ditetapkan, Kementerian Sosial menetapkan misi sebagai berikut: 
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 Meningkatkan aksesibilitas perlindungan sosial untuk menjamin 
pemenuhan kebutuhan dasar, pelayanan sosial, pemberdayaan sosial, dan 
jaminan kesejahteraan sosial bagi PMKS  
 Mengembangkan perlindungan dan jaminan sosial bagi PMKS  
 Meningkatkan profesionalisme penyelenggaraan perlindungan sosial 
dalam bentuk bantuan sosial, rehabilitasi, pemberdayaan, dan jaminan 
sebagai metode penanggulangan kemiskinan 
 Meningkatkan profesionalisme pelayanan sosial dalam perlindungan, 
jaminan, pemberdayaan, rehabilitasi, dan penanggulangan kemiskinan  
 Meningkatkan dan melestarikan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan,dan 
kesetiakawanan sosial untuk menjamin keberlanjutan peran serta 
masyarakat dalam penyelenggaran kesejahteraan sosial  
 Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan 
kesejahteraan sosial  
2.2 Tujuan 
Tujuan pembangunan bidang kesejahteraan sosial yang ingin dicapai 
Kementerian Sosial tahun 2010-2014 adalah: 
 Melindungi PMKS dari segala risiko sosial, perlakukan salah, tindak 
kekerasan, dan eksploitasi sosial  
 Terwujudnya aksesibilitas PMKS dalam pemenuhan kebutuhan sosial dasar  
 Terwujudnya mekanisme jaminan sosial berbasis komunitas dalam 
pengelolaan risiko kehilangan atau penurunan pendapatan berbasis kontribusi 
(iuran 
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 Terjaminnya PMKS yang mengalami masalah ketidak mampuan sosial 
ekonomi untuk mendapatkan jaminan sosial melalui pembayaran iuran 
jaminan sosial oleh pemerintah 
 Terjaminnya penghargaan bagi pejuang, perintis kemerdekaan, dan 
keluarga pahlawan 
 Terjaminnya penyandang cacat berat dan cacat ganda, lanjut usia 
nonpotensial, eks - penderita penyakit kronis, dan penyandang cacat psikotik 
dalam pemenuhan kebutuhan dasar yang layak 
 Terwujudnya masyarakat yang berdaya dalam memenuhi kebutuhan 
dasarnya 
 Tersedia, terjangkau, dan terjaminnya pelayanan dan rehabilitasi sosial 
yang berkualitas bagi PMKS di semua provinsi, kabupaten dan kota 
2.3 Sasaran Strategis 
Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam lima tahun ke depan (2010-2014) 
adalah: 
 Mencegah PMKS dari keterpurukan akibat risiko sosial, perlakukan 
salah,tindak kekerasan, dan eksploitasi sosial  
 Memberikan layanan langsung untuk memberikan perlindungan PMKS 
dalam menghadapi risiko sosial, kebencanaan, perlakukan salah, tindak 
kekerasan, dan eksploitasi sosial  
 Terwujudnya mekanisme jaminan sosial berbasis komunitas dalam 
pengelolaan risiko kehilangan atau penurunan pendapatan berbasis 
kontribusi (iuran)  
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 Memberikan dukungan bagi PMKS baik kelompok rentan maupun 
kelompok berisiko sosial dalam menghadapi permasalahan 
kebencanaan,perlakuan salah, tindak kekerasan, dan eksploitasi sosial  
 Penduduk yang bekerja di sektor informal berpenghasilan rendah yang tidak 
tercakup dalam sistem asuransi formal  
 Fakir miskin, anak yatim piatu telantar, lanjut usia telantar, penyandang 
cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, eks penderita penyakit 
kronis  
 Pejuang, perintis kemerdekaan dan keluarga pahlawan  
 Penyandang cacat berat dan cacat ganda, lanjut usia nonpotensial, eks 
penderita penyakit kronis, dan penyandang cacat psikotik  
 Meningkatnya kemauan dan kemampuan individu, keluarga, kelompok dan 
masyarakat miskin serta komunitas adat terpencil dalam memenuhi 
kebutuhan dasar  
 Meningkatnya kemampuan dan kemauan masyarakat, lembaga kesejahteraan 
sosial, dan dunia usaha dalam pemberdayaan sosial  
 Meningkatnya pemahaman dan gerakan kesetiakawanan sosial  
 Tersedianya layanan PMKS (anak, lanjut usia, penyandang cacat, korban 
napza, dan tunasosial) sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM) 
secara nasional  
 Kualifikasi untuk SDM Kesejahteraan Sosial dalam pelayanan rehabilitasi 
sosial pada setiap unit layanan berpendidikan S-1 atau D-4 Pekerjaan Sosial  
 Seluruh unit layanan sosial menerapkan sistem pelayanan kesejahteraan 
sosial sesuai dengan standardisasi dan akreditasi pelayanan  
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 Tersedianya sarana dan prasaran penanggulangan bencana, pelayanan 
rehabilitasi sosial baik panti dan diluar panti kabupaten/kota dan nonpanti. 
2.4  Kebijakan 
1. Meningkatkan jangkauan dan pemerataan sosial. 
2. Meningkatkan profesionalisme pelayanan sosial serta peran aktif sosia 
masyarakat dalam pelayanan sosial. 
3. Memantapkan manajemen pelayanan sosial. 
4. Mendukung terlaksananya kebijakan desentralisasi dalam penyelenggaraan 
pemerintahan umum dan pembangunan. 
2.5 Program  
Di  Sosial terdapat 6 program kerja yaitu: 
a. Program Rehabilitasi Sosial 
Salah satu bidang pembangunan kesejahteraan sosial yang penting 
sesuai dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 dan merupakan 
salah satu tugas pokok Kementerian Sosial adalah memberikan pelayanan 
dalam rangka rehabilitasi sosial dan juga perlindungan sosial terhadap 
PMKS.  
Rehabilitasi sosial dilaksanakan melalui Direktorat Jenderal Pelayanan 
dan Rehabilitasi Sosial (Ditjen Yanrehsos) yang kedudukan,tugas, dan 
fungsinya diatur dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia 
Nomor 82/HUK/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 
Sosial, yaitu menyelenggarakan, memfasilitasi, dan mengendalikan 
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pelayanan dan rehabilitasi sosial kepada para penyandang masalah 
ketelantaran, kecacatan, dan ketunaan sosial.  
Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial bertanggung 
jawab untuk memfasilitasi peningkatan kesejahteraan penyandang masalah 
kesejahteraan tersebut serta memberikan perlindungan sosial agar mereka 
dapat berfungsi sosial dan menjadi modal pembangunan. 
Kementerian Sosial memperoleh mandat dari Presiden RI untuk 
melakukan kajian ulang dan mengusulkan perbaikan kebijakan, peraturan 
dan proses pelaksanaan kegiatan pelayanan umum, khususnya pelayanan 
sosial yang diberikan kepada PMKS melalui basis institusional panti sosial 
yang berada di bawah tanggungjawab dan kewenangan Pemerintah. 
Penyempurnaan tersebut mencakup peningkatan kualitas sumber daya 
manusia, manajemen, pelayanan sosial, sarana dan prasarana, 
kelembagaan, pembiayaan dan monitoring dan evaluasi. 
b. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 
Pembangunan kesejahteraan sosial bidang bantuan dan jaminan sosial 
merupakan salah satu instrumen pembangunan nasional yang pada 
hakikatnya merupakan piranti dalam mewujudkan keadilan sosial bagi 
seluruh masyarakat melalui pemanfaatan hasil-hasil pembangunan yang 
dicapai dalam pengentasan penyandang masalah kesejahteraan sosial.  
Oleh karena itu, pelaksanaan pembangunan dilakukan secara bertahap, 
terencana,terprogram dan sistematis melalui kegiatan-kegiatan prioritas 
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sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Bantuan dan 
Jaminan Sosial.  
Program dan kegiatan telah dirancang untuk mengantisipasi berbagai 
tantangan dengan mengedepankan prioritas kebutuhan bagi penyandang 
masalah kesejahteraan sosial. Meningkatnya partisipasi masyarakat, 
duniausaha, ataupun NGO (organisasi nonpemerintah) lokal dan 
internasional telah menciptakan peluang untuk bersama-sama 
mengentaskan permasalahan. 
Pergeseran paradigma Program Bantuan dan Jaminan Sosial menjadi 
Perlindungan dan Jaminan Sosial merupakan terobosan dalam rangka 
penyempurnaan program dan kegiatan. Pergeseran tersebut selanjutnya 
lebih fokus pada arah penanganan penyandang masalah kesejahteraan 
sosial selama kurun waktu 2010-2014 kepada upaya perlindungan dan 
jaminan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan penanganan secara 
khusus, yaitu penduduk “rentan”, dan penduduk yang memiliki risiko 
sosial.  
Penduduk berisiko sosial adalah penduduk miskin kluster I dan II serta 
penduduk lainnya yang karena faktor tertentu tidak memiliki kepastian 
masa depan. Sementara yang termasuk penduduk rentan adalah 
masyarakat yang tidak terlepas dari berbagai bencana, tindak kekerasan, 
dan pekerja migran bermasalah sosial. 
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Pergeseran tersebut seiring dengan mandat yang diamanatkan dalam 
pembukaan Undang Undang Dasar Republik Indonesa 1945 alinea IV 
serta Pasal 34 ayat (1) dan (2). 
c. Program Pemberdayaan Sosial 
Pemberdayaan sosial merupakan upaya yang diarahkan untuk 
mewujudkan warga negara yang mengalami masalah sosial agar 
mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya (UU 
Nomor 11 2009 tentang Kesejahteraan Sosial). Pengertian ini mesti 
dimaknai secara arif, yaitu bahwa tujuan pemenuhan kebutuhan dasar 
adalah tujuan awal agar secara bertahap kehidupan yang lebih berkualitas 
dan kemandirian dapat dicapai.  
Pemberdayaan sosial secara simultan juga diarahkan agar seluruh 
potensi kesejahteraan sosial dapat dibangun menjadi sumber kesejahteraan 
sosial yang mampu berperan optimal dalam penyelenggaraan 
kesejahteraan sosial. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemberdayaan 
sosial, telah ditetapkan struktur organisasi yang menjadi wadah penggerak 
berjalannya fungsi secara optimal, mempertimbangkan lingkup tugas yang 
meliputi pemberdayaan sosial keluarga, fakir miskin, dan komunitas adat 
terpencil (KAT) serta pendayagunaan nilai-nilai dasar kesejahteraan sosial 
dan kelembagaan sosial masyarakat.  
Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan 
Sosial Bagian Keempat Pasal 12 dan Pasal 13 telah menempatkan 
pemberdayaan sosial sebagai bagian integral dalam sistem kesejahteraan 
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sosial nasional. Oleh karena itu, sangatlah proporsional jika lingkup ini 
dikelola secara khusus melalui satuan organisasi Direktorat Jenderal 
Pemberdayaan Sosial. 
Lingkup tugas Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial mengurusi 
dua persoalan utama yaitu: (1) kemiskinan dengan fokus penduduk miskin 
yang meliputi fakir miskin dan komunitas adat terpencil yang selain 
miskin juga mengalami keterpencilan secara geografis yang 
mengakibatkan ketertinggalan dalam berbagai aspek kehidupan, 
kerentanan dengan fokus keluarga rentan, serta keluarga pahlawan/perintis 
kemerdekaan yang mengalami kerentanan, dan (2) potensi dan sumber 
kesejahteraan sosial dalam pengelolaan pembangunan berbasis masyarakat 
(community-based) dengan fokus sumber daya manusia merupakan modal 
dasar mencakup tenaga kesejahteraan sosial, organisasi dan kelembagaan 
sosial masyarakat, jaringan kesejahteraan sosial, nilai dasar kesejahteraan 
sosial, yaitu keperintisan, kejuangan, kepahlawanan dan kesetiakawanan 
sosial. 
d. Program Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan 
Kesejahteraan Sosial  
Pembangunan kesejahteraan sosial pada dasarnya merupakan proses 
atau serangkaian aktivitas yang terencana dan melembaga yang ditujukan 
untuk meningkatkan standar dan kualitas kehidupan manusia. Merujuk 
pada Undang Udang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, 
pembangunan kesejahteraan sosial mencakup seperangkat kebijakan, 
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program, dan kegiatan pelayanan sosial yang dilakukan melalui 
pendekatan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan 
perlindungan sosial guna meningkatkan kualitas hidup, kemandirian, dan 
terpenuhinya hak-hak dasar PMKS. 
Dalam konteks pembangunan nasional, penyelenggaraan 
kesejahteraan sosial dapat didefinisikan sebagai kebijakan dan program 
yang dilakukan oleh Kementerian Sosial, dunia usaha, dan civil society 
untuk mengatasi masalah kesejahteraan sosia sekaligus memenuhi 
kebutuhan sosial PMKS melalui pendekatan pekerjaan sosial. Tujuan 
pembangunan kesejahteraan sosial penganggulangan kemiskinan juga 
diarahkan dalam rangka mengingat sebagian pesar PMKS kondisinya 
miskin. 
Meskipun pembangunan kesejahteraan sosial dirancang guna 
memenuhi kebutuhan publik yang luas, target utamanya adalah para 
pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS), yaitu mereka yang 
mengalami hambatan dalam menjalankan fungsi sosialnya sehingga tidak 
mampu memenuhi kebutuhan hidupnya yang paling mendasar dan 
karenanya memerlukan pelayanan kesejahteraan sosial. Orang miskin, 
anak-anak telantar, anak jalanan, anak/ wanita yang mengalami kekerasan 
dalam rumah tangga, lanjut usia telantar, orang dengan HIV/AIDS 
(ODHA), pekerja sektor informal, pekerja industri yang tidak 
mendapatkan jaminan sosial, adalah beberapa contoh PPKS. 
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Motor utama pembangunan kesejahteraan sosial adalah sumber daya 
manusia kesejahteraan sosial (SDMKS). Seperti dinyatakan oleh Undang 
Undang No. 11/2009, SDMKS terdiri atas pekerja sosial profesional, 
tenaga kesejahteraan sosial, relawan sosial, dan penyuluh sosial. SDMKS 
tersebut perlu ditingkatkan pengetahuan dan keterampilannya, demikian 
pula penguasaan nilai-nilai praktik pekerjaan sosial. Oleh karena itu, untuk 
mendukung pencapaian. 
Program pendidikan, pelatihan, dan penelitian kesejahteraan sosial 
serta mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan Rencana Strategis 
Kementerian Sosial Tahun 2010-2014, Badan Pendidikan dan Penelitian 
Kesejahteraan Sosial.  
e. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lain 
Kementerian Sosial 
Permasalahan dan kebutuhan-kebutuhan kesejahteraan PMKS rakyat 
tidak terlepas dari kondisi dan perubahan lingkungan, baik fisik maupun 
nonfisik, dalam kawasan lokal, nasional, dan global. Perencanaan yang 
lebih cermat perlu dilakukan dengan memperhatikan aspek manusia, 
lingkungan fisik, sosial, dan lingkungan strategisnya. Hal-hal ini akan 
mengaitkan pembangunan kesejahteraan sosial dengan bidang 
pembangunan yang lain yakni ekonomi, politik, sosial-budaya, pertahanan 
dan keamanan.  
Di dalam konteks inilah sesungguhnya posisi penyelenggaraan 
kesejahteraan sosial dapat diperhitungkan sebagai bagian integral dan 
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bagian strategis pembangunan nasional guna mewujudkan pencapaian 
indikator peningkatan kesejahteraan rakyat. 
Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial, sebagai unit eselon I 
berfungsi memberikan dukungan manajemen dan pelaksanaan teknis lain 
Kementerian Sosial. Program ini dilakukan tidak hanya untuk mendukung 
kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kementerian, lebih dari itu 
untuk mewujudkan tata pemerintahan yang bersih dan baik. 
Reformasi pembangunan yang mengarah pada tata pemerintahan yang 
baik (good governance), mengharuskan adanya penyesuaian manajemen 
pembangunan. Penyesuaian manajemen pembangunan di segala bidang 
menjadi keharusan yang tidak dapat dihindarkan. Pembangunan 
kesejahteraan sosial sebagai salah satu sektor pembangunan nasional, perlu 
pula melakukan penyesuaian manajemen dimaksud.  
Hal ini dapat dilakukan pada semua aspek, mulai dari perencanaan, 
pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Sebagai salah satu unsur penting 
dalam sistem manajemen pembangunan, penyesuaian mekanisme 
perencanaan pembangunan dilakukan dari top-down planning berubah 
menjadi mekanisme perencanaan yang didasarkan atas dasar keterpaduan 
top-down policy dan bottom-up planning. 
Dalam proses perencanaan berdasarkan prinsip keterpaduan bottom up 
planning dan top down policy, rancangan kegiatan pembangunan 
kesejahteraan sosial disusun secara bertahap mulai dari tingkat 
kabupaten/kota, provinsi, dan pusat. Pendekatan pembangunan 
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kesejahteraan sosial dilakukan dengan mendorong partisipasi masyarakat 
sebesar-besarnya. 
Memperhatikan mekanisme perencanaan agar dapat terpadu, 
berkelanjutan, dan memahami bahwa pembangunan kesejahteraan sosial 
mempunyai implikasi terhadap kualitas hidup manusia serta mampu 
memajukan kondisi kehidupan manusia, maka diperlukan suatu 
perencanaan strategis yang dapat memberikan arah untuk lima tahun ke 
depan. Guna mendukung tata kelola dan manajemen pemerintahan yang 
bersih, baik,dan akuntabel. 
f. Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara 
Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial sebagai salah satu unit 
pengawasan internal pemerintah telah melakukan perubahan sejalan 
dengan tuntutan masyarakat dan perubahan paradigma pengawasan.  
Pengawasan tidak hanya berperan sebagai “watch dog” semata tetapi 
juga harus bisa menjadi mitra sebagai early warning signs (pemberi 
peringatan dini), konsultan dan katalisator bagi pelaku/pelaksana 
pembangunan kesejahteraan sosial di Kementerian Sosial, sehingga 
apabila program/organisasi telah menyimpang dari rencana yang telah 
ditetapkan, Inspektorat Jenderal diharapkan mampu “mengawal” arah 
pembangunan nasional bidang kesejahteraan sosial dalam mencapai tujuan 
sesuai dengan visi dan misi yang diemban. Dan sekaligus mampu berperan 
dalam memperbaiki/mengoreksi kesalahan dalam upaya memperkecil 
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peluang penyelewengan terhadap pelaksanaan pembangunan kesejahteraan 
sosial. 
Untuk menghadapi berbagai permasalahan dalam pembangunan 
kesejahteraan sosial,  diperlukan langkah-langkah strategis di bidang 
pengawasan dalam mendukung pembangunan kesejahteraan sosial yang 
efektif, efisien, dan ekonomis, sebagai berikut: 
 Meningkatkan profesionalisme aparat pengawasan fungsional, 
bahwa pelaksanaan pengawasan fungsional harus didasarkan pada 
suatu standar keahlian dan keterampilan teknis yang memadai serta 
didukung dengan integritas pribadi yang matang dan independen 
 Meningkatkan manajemen dan mengembangkan sistem informasi 
pengawasan serta menyajikan informasi hasil pengawasan kepada 
pihakpihak yang berkepentingan 
 Mendorong terlaksananya pengawasan melekat oleh para atasan 
langsung secara berjenjang, sehingga menjadi bagian tidak 
terpisahkan dari tugas pokok dan fungsi, dan tersusunnya Laporan 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 
 Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan dari hasil 
pengawasan. Guna mendukung optimalisasi dukungan pengawasan 
dan akuntabilitas aparatur negara, dilakukan beberapa upaya, yaitu: 
a) dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas inspektorat 
jenderal; b) pengawasan kinerja program pemberdayaan sosial; c) 
pengawasan kinerja program rehabilitasi sosial; d) pengawasan 
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kinerja program perlindungan dan jaminan sosial; dan e) 
pengawasan kinerja unit penunjang dan investigasi.  
2.5 Logo Kementrian Sosial 
 
Gambar II.1 logo Kemensos RI 
2.6 Struktur Organisasi Kementrian sosial RI 
 
Gambar II.2 Struktur Organisasi Kementrian Sosial RI 
Sumber : www.Kemensos.go.id 
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2.7 Struktur Organisasi Direktorat Rehabilitasi Sosial Kementrian Sosial RI 
 
 
 
 
Gambar III.3 Struktur Organisasi Sirektorat Rehabilitasi Sosial 
Sumber: www.kemensos.go.id 
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BAB III 
PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
A. BIDANG KERJA 
Selama  melaksanakan  Praktik  Kerja  Lapangan  di  Kementerian 
Pendidikan  dan  Kebudayaan,  praktikan  ditempatkan  pada  Sub  Bagian 
Rehabilitasi Sosial divisi anak bagian Tata usaha,   mempunyai  tugas  
membantu menginput penyusunan anggaran divisi anak 2015, Merekap 
sesuai akun – akun kegiatan yang telah dilaksanakan divisi anak selama 
tahun 2015 dan penyusunan (SPTJB) Surat pernyataan tanggung jawab 
mutlak untuk tunjangan kinerja Pegawai divisi kesejahteraan sosial anak .  
Bagian  Direktorat kesejahteraan sosial anak  memiliki  1 Sub 
bagian  yaitu Tata Usaha dan 5  (lima)  kasubdit, yaitu  Sub  direktorat 
Kesejahteraan Sosial Anak Balita;  Sub direktorat  Kesejahteraan Sosial 
Anak Terlantar dan Jalanan; Sub direktorat Kesejahteraan Sosial Anak 
Berhadapan Dengan Hukum, Sub direktorat Kesejahteraan Sosial Anak 
dengan Kecacatan dan Sub Direktorat Kesejahteraan Sosial Anak 
Memerlukan Perlindungan Khusus.Bagian Tata Usaha memiliki tugas 
melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.  Sub Direktorat 
Kesejahteraan sosial anak balita memiliki  tugas melaksanakan penyiapan 
bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan standar 
teknis, norma, pedoman, kriteria, prosedur dan pemberian bimbingan 
teknis serta penyiapan evaluasi di bidang kesejahteraan sosial anak balita.
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Adapun Rincian Tugas Sub Bagian Tata Usaha, yaitu: 
1. Menyusun rencana kegiatan subag tata usaha sebagai pedoman dalam 
pelaksanaan tugas 
2. Membagi tugas kepada staf subag tata usaha sesuai dengan bidang 
tugas dan kemampuannya  
3. Melakukan urusan persuratan dan kearsipan direktorat 
4. Melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan direktorat 
5. Melakukan urusan keuangan direktorat 
6. Melakukan urusan kepegawaian direktorat 
7. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data lingkup 
direktorat 
8. Mengkordinasikan dan melakukan penyiapan bahan penyusunan 
rencana, program dan pelaporan kegiatan sub direktorat di lingkungan 
direktorat 
9. Menyiapkan urusan tata laksana, hukum dan humas direktorat 
10. Melaporkan pelaksanaan kegiatan subag tata usaha kepada direktur 
11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh direktur 
atau pimpinan terkait sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang 
berlaku.   
B. PELAKSANAAN KERJA  
Praktikan melaksanakan praktik kerja lapangan selama satu bulan, 
sejak tanggal 7 Agustus 2014 sampai dengan 3 September 2014. Kegiatan 
PKL ini dilakukan  sesuai  hari  kerja  yang  berlaku  di Kementerian  
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Pendidikan  dan Kebudayaan, yaitu  hari Senin  hingga  Jumat dengan  
waktu kerja senin – kamis pukul 07.30 WIB - 16.00 WIB dan Jumat pukul 
09.00 – 16.30.  
Pada hari pertama pelaksanaan PKL, praktikan terlebih dahulu 
Diantarkan oleh pihak bagian umum ke tempat pelaksanaan PKL di bagian  
Direktorat kesejahteraan sosial anak  di subdit tata usaha letaknya di lat 7  
sosial. Awalnya perkenalan dengan karyawan – karyawan disana dan 
diberikan gambaran  tentang struktur yang ada di direktorat kesejahteraan 
sosia anak.Lalu, hari berikutnya  praktikan  mulai  diberikan beberapa 
pekerjaan  yang termasuk Sub bagian Tata Usaha: 
1. Menginput Rincian Kertas Kerja satuan kerja tahun 2015 Dengan 
menggunakan Microsoft excel   
Dalam melaksanakan pekerjaan ini, praktikan diberikan tugas untuk 
menginput data anggaran satuan kerja tahuan 2015 yang akan 
dilaksanakan direktorat kesejahteraan sosial anak Sesuai dengan 
kegiatan – kegiatan yang akan dilaksanakan dengan menggunakan 
aplikasi MS.Excel tidak berbeda jauh program yang dilaksanakan di 
tahun 2015 dengan tahun 2014 namun tetap ada yang Perbedaan. 
Memasukkan angka – angka yang sesuai dengan akun – akun yang 
ada di data. 
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2. Membuat rekap pajak PPn dan PPh dengan menggunakan Microsoft 
excel 
Dalam melaksanakan pekerjaan ini, praktikan diberikan tugas untuk 
merekap data pajak PPn dan PPh dari kegiatan yang sudah berjalan di 
tahun 2014 fungsinya agar mengetahui pengeluaran pajak yang harus 
dibayarkan. 
3. Merekap data kegiatan dari divisi – divisi di direktorat kesejahteraan 
sosial anak kegiatan yang sudah terlaksana 
Dalam melaksanakan pekerjaan ini, praktikan diberikan tugas untuk 
merekap Data kegiatan yang telah terlaksana dari setiap divisi 
direktorat kesejahteraan sosial anak dengan menggunkan aplikasi 
MS.Excel dan formatnya di tetukan oleh kepala bagian tata usaha. 
C. KENDALA YANG DIHADAPI 
Selama praktikan menjalankan kegiatan PKL, praktikan menyadari adanya 
kendala yang dihadapi baik dari internal instasi maupun dari diri praktikan 
sendiri yang menghambat kegiatan sealam PKL. Beberapa kendala yang 
dihadapi berupa: 
1.  Kesulitan dalam penyelesaian pekerjaan secara cepat dan tepat. 
2. Praktikan sulit memahami siklus akuntansi yang ada di direktorat 
kesejahteraan sosial anak 
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D. CARA MENGATASI KENDALA 
Dalam  menghadapi  kendala  yang  tersebut,  maka  cara-cara  yang 
praktikan lakukan untuk mengatasi nya, adalah sebagai berikut: 
1. Praktikan berkonsentrasi untuk dapat mengerjakan pekerjaan dengan 
tepat waktu. 
2. Praktikan banyak bertanya kepada karyawan di direktorat 
kesejahteraan sosial anak khususnya karyawan di bidang akuntansinya. 
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BAB IV 
PENUTUP 
A. KESIMPULAN 
Praktik  Kerja  Lapangan  (PKL)  merupakan  salah  satu  cara  
yang digunakan agar mahasiswa dapat mengetahui gambaran nyata 
tentang dunia kerja yang sebenarnya dan menerapkan ilmu yang di 
dapatkan selama di bangku perkuliahan untuk di aplikasikan di dunia 
kerja. Tentu  saja  kegiatan  Praktik  Kerja  Lapangan  ini  harus  sesuai 
dengan  program  studi  atau  bidang  konsentrasi  mahasiswa.  Dengan  
Praktik Kerja  Lapangan,  praktikan  dapat belajar kondisi atau 
lingkungan dunia kerja, belajar mengatasi kendala – kendala yang 
dihadapi saat mengerjakan pekerjaan tertentu, belajar karakter banyak 
orang karena disana bertemu dengan banyak karyawan yang memiliki 
karakter berbeda – beda.  
Praktikan  memilih  untuk  melakukan  PKL  di  Sekretariat  
Jenderal Kementerian  Sosial yang  beralamat  di  Jalan  Salemba raya 
No. 28, Jakarta Pusat 10430. Dalam  kegiatan PKL  praktikan  
ditempatkan  di Sub  Tata Usaha, Bagian Kesejahteran sosial anak 
Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial.  Praktikan  melakukan  
kegiatan  PKL  selama  satu  bulan, yaitu  sejak  tanggal  6 Agustus  
2014  s.d  3  September 2014.  Waktu  kerja praktikan untuk hari senin 
- kamis dimulai dari pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 16.00
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WIB dan untuk hari jumat dimulai dari pukul 09.00 WIB sampai 
dengan pukul 17.00 WIB .  
        Dengan  melaksanakan  kegiatan  PKL,  praktikan  dapat  
mengetahui penerapan akuntansi  di  lingkungan pemerintahan  secara  
nyata, salah  satunya adalah  memahami  praktik  menginput  anggaran 
direktorat kesejahteraan sosial anak  sosial yang  merupakan rancangan 
penting pengeluaran kegiatan yang akan di lakukan kesejahteraan 
sosial anak selama tahun 2015.  Praktikan  juga  dapat mempelajari 
akun – akun yang digunakan oleh pemerintahan terutama  sosial dan 
sangat berbeda dengan yang praktikan belajar selama di perkuliahan. 
Praktikan juga belajar memahami siklus akuntansi yang terjadi di 
divisi kesejahteraan sosial anak  sosial.  
        Selama  melaksanakan  PKL,  praktikan  mendapat  bimbingan  
dari ibu kepala sub divisi bagian tata usaha dan karyawan  bidang  
akuntansi  sehingga  dapat  memudahkan  praktikan  dalam melakukan  
pekerjaan  yang  diberikan.  Pekerjaan  yang  dilakukan  oleh praktikan  
adalah  suatu  rangkaian  yang  tidak  dapat  dipisahkan.  Sehingga 
setiap  tahap  pekerjaan  yang  dilakukan  harus  mengutamakan  
ketelitian, kedisiplinan, kecepatan dan kesabaran. 
B. SARAN 
Berdasarkan pengalaman yang diperoleh praktikan selama 
melaksanakan PKL,  maka  praktikan  memberikan  saran  yang  
diharapkan  dapat  berguna dikemudian hari agar pelaksanaan PKL 
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yang jauh lebih baik lagi bagi semua pihak. Adapun saran yang 
diberikan praktikan ialah sebagai berikut:  
1. Bagi Mahasiswa yang akan melaksanakan PKL  
a. Mahasiswa harus benar-benar mempersiapkan segala hal yang 
berkaitan dengan  pelaksanaan  PKL,  mulai  dari  mencari  tempat  
PKL  hingga berkonsultasi  dengan  penasihat  akademik,  sehingga  
tidak terjadi kesalahan di kemudian hari.  
b. Mahasiswa  sebaiknya  melakukan  survei  kepada  tempat  PKL  
yang dituju  sebelum  membuat  surat  permohonan  izin  PKL,  untuk 
memastikan tempat PKL yang dipilih benar-benar sesuai dengan 
bidang konsentrasi  nya  sehingga  dapat  memudahkan  dalam  
penyusunan laporan PKL.  
c. Mahasiswa  hendaknya  senantiasa  meningkatkan  kemampuan  diri 
khususnya  untuk  bidang  pekerjaan  PKL  yang  dijalani,  sehingga  
dapat memudahkan dalam menjalankan pekerjaan di tempat PKL.  
d. Mahasiswa  hendaknya  dapat  bersosialisasi  dan menciptakan  
hubungan yang  baik  dengan  karyawan  di tempat  PKL,  serta  selalu  
mengikuti peraturan  yang  berlaku  di  tempat  PKL,  sehingga  dapat  
menjaga  nama baik Universitas Negeri Jakarta khususnya Fakultas 
Ekonomi.  
2. Bagi Fakultas Ekonomi  
Pihak  Fakultas  sebaiknya  rutin  memberikan  pelatihan  kepada  
mahasiswa yang  akan  melaksanakan  PKL  sehingga  dapat  lebih 
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mengetahui gambaran lingkungan kerja di lingkungan pemerintahan 
swasta dan agar mahasiswa memiliki skill yang memang kompeten 
dan dibutuhkan saat melaksanakan PKL sehingga pihak instasi merasa 
terbantu dengan adanya mahasiswa PKL. Hendaknya pihak Fakultas 
minimal mengkonfirmasikan atau berkomunikasi ke atasan dimana 
mahasiswa tersebut PKL agar pihak instasi atau perusahaan 
memberikan pekerjaan yang sesuai dengan jurusan yang ditempuh 
praktikan. 
3. Bagi Instansi/ Perusahaan  
Pihak  instansi/perusahaan  diharapkan  dapat  lebih  memberikan  
bimbingan dan  pengarahan  terhadap  praktikan,  sehingga  praktikan  
mendapat gambaran  yang  jelas  mengenai pekerjaan  yang akan 
dilakukan khususnya pekerjaan di bidang akuntansi. 
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